DEWAN PERWAK{L Ay RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
NOMOR : 188.3/.22 / 2007

| TENTANG

pENETAPAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
AKHIR TAHUN 2006 BUPATI BATANG
KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

pEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

venimbang : a. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang —

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala
Daerah  mempunyai kewajiban memberikan  laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah,

dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta

menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan
daerah kepada masyarakat;

b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
2006 Bupati Batang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang,  disampaikan bersamaan  dengan
penyampaian laporan keuangan daerah Tahun 2006, dan telah
dibahas sesuai mekanisme di DPRD, yang hasilnya tertuang
dalam Laporan Panitia Anggaran Nomor : 31 PA / VI / 2007,
tanggal 13 Juni 2007;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, dan telah disepakati oleh Forum Rapat
Paripurna DPRD Kabupaten Batang, tanggal 18 Juni 2007,
maka petlu rhenetapkan Keputusan DPRP Kabupaten Batang
tentang Penetapan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
1006 Bupati Batang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Batang.

Mengin 9 tahun 1965 tentang Pembentukan
gat . 1. Undang Undang Nomor ;
Daerahg Tingkat 11 Batang ( Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2757 )
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2. Undang  Unda
n
Penyelenggaraan?\m Nomor g Tahun 1999 tentang

Kolusi dan Nepoti €9ara Yang Bers; .
ot rsih d .
Tahun 1999 SOr: Me (Lembaran an Bebas dari Korups,

N . 4
i or 75 egara Republik Indonesia
3851) ; » Tambahan Lembaran Negara Nomor
3. Undang Undan

Kedudukan > Tahun 2003 tentang Susunan dan
Perwakilan Rakyat, pe €rmusyawaratan  Rakyat, Dewan
Perwakilan  Rakya

Indonesia Tahur‘:y ;(§03Dl\laerah (Lembaran Negara Republik
Nomor 4310 ) ; omor 92; Tambahan Lembaran Negara

4. Undang -
Perben%aharaag\nﬁang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
€gara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor :
Indonesia Nomor 4355)'- Tambahan Lembaran Negara Republik

5. Undang -

Undang Nomor 10
Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang — undangan (Lembaran

l‘tleerg;‘%ra Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
aran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;

7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemeritah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

41}4212’8 ;ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

8. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 tahun 1988, tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 1L
Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 42
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3932);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan
pPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan_ Lembaran
Negara Republik Indonesia Nompr 4417), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2004;

11. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoma_n
Pengelolaan Keuandan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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Menetapkan

KEDUA

KETIGA

Cop,

: Hasil Penghitungan An

. Catatan / Rekomendasi D

-3.

12. Keputusan ewan

Batang Nomgr
Dewan

sebagaim
Rakyat D

Perwakilan

Perwakilan 2004

ana telgh diuba
daerah Kabupate

Rakyat Daerah Kabupaten
» tentang Peraturan Tata Tertib
h den Daerah Kabupaten Batang
.- tgan Peraturan Dewan Perwaklan

alang: Nomor 04 Tahun 2005.

MEMUTySKAY -

KETERAN

TAHUN g:(;“s BPERTANGGUNGJAWABAN AKHIR

PERWAKILAN RA UPATI BATANG KEPADA DEWAN
KYAT DAERAH KABUPATEN BATANG.

: 9an Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2006
Bupati Batang, mery gJawaban Akhir Tahun _
’ pakan L .

Batang kepada DPR aporan Pertanggungjawaban Bupati

_ D Kabupaten Batang tentang Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun angggran; e

. Laporan Keteran

ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2006 adalah sebagai berikut :

1. Real@sasi Pendapatan Daerah Rp. 441.187.114.018,-
2. Realisasi Belanja Daerah Rp.  404.498.739.494,-

Surplus Anggaran (I) Rp. 36.688.374.524,-

3. Realisasi Pembiayaan :
a. Realisasi Penerimaan Daerah Rp. 32.803.034.260,-

b. Realisasi Pengeluaran Daerah Rp. 3.860.983.600,- + G h 32027

18¢/

Surplus Pembiayaan (II) Rp. 28.942.050.660,- (3645 2nes .

4. Sisa Lebih Perhitungan (I+1I) Rp. §§.630.425.184,—

Sisa Lebih Perhitungan terdiri dari :

a. Sisa Kas per 31 Des 2006 Rp. 65.216.597.105,-
b. Sisa UUDP tahun 2006 Rp. 413.828.079,-

[ j Anggaran 2006
n Anggaran dan Belanja Daerah Tahun !
z:tzgg:inrgaana c?i%aksud DIKTUM KEDUA, perlu ditetapkan

dengan Peraturan Daerah;

PRD Kabupaten Batang sebagaimana
. ing-masing Komisi, Panitia Anggaran dan

laporan tdirll(hipadséfrlig masing-masing _Fraksi terhadap Laporaq

iz?grzaagan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2006  Bupati

:-n tak terpisahkan dari keputusan ini, dan
untu Ip

tugasnya;
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. + Keputusan ini mulaj y
KEEMPA dikemudian hari terda
sebagaimana mestiny

Maku pada tangqgal ditetapkan, dan apabila

Pat kekeliruan akan diadakan pembentulan
),

ditetapkan ¢ Batang
pada tanggal © 18 Juni 2007

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

L

PURWANTO, S.IP
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